MKD DPR Beri Sanksi Tertulis
untuk Yulius Setyarto Terkait
Pernyataan “Partai Cokelat”
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ORINEWS.id - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI
menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Anggota DPR RI
Fraksi PDIP, Yulius Setyarto. Sanksi ini terkait pernyataan
Yulius soal “Parcok” (Partai Cokelat) yang merujuk pada dugaan
keterlibatan oknum polisi dalam Pilkada serentak 2024.

Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam,
dalam sidang putusan yang digelar di Ruang Sidang MKD, Komplek
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 3 Desember 2024.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan
bahwa teradu Yulius Setyarto, Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP,
terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran
tertulis,” ujar Nazaruddin saat membacakan putusan.

Sidang permusyawaratan MKD sebelumnya digelar secara tertutup
pada hari yang sama dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota
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MKD.

“Putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” tutup
Nazaruddin.

Sebelumnya, MKD DPR memanggil sejumlah anggota untuk diminta
klarifikasi soal dugaan pelanggaran etik.

Pemanggilan klarifikasi dilakukan pada Senin, 2 Desember 2024,
dan Selasa, 3 Desember 2024.

Wakil Ketua MKD DPR, TB Hasanuddin menjelaskan, salah satu
pihak yang dipanggil adalah Anggota Komisi I DPR RI Fraksi
PDIP, Yulius Setyarto, yang dilaporkan terkait pernyataan
Partai Cokelat atau Parcok ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024.

“Untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya, dan karena
pernyataan itu sesungguhnya pernyataan yang dilindungi oleh
undang-undang,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin, 2
Desember 2024.

Hasanuddin mengungkap bahwa laporan kepada Yulius dilayangkan
oleh advokat Ali Lubis. Dia saat ini merupakan anggota DPRD
DKI Jakarta dari Gerindra.

Meski begitu, MKD menyebut Ali Lubis sebagai warga sipil asal
Bekasi dan tidak mewakili institusi apapun. MKD juga telah
meminta keterangan Ali soal laporannya.

“Ya kami tanya identitas yang kedua yang tadi saya sampaikan
apakah anda mewakili siapa siapa, saya tidak mewakili polisi,
saya tidak mewakili institusi lain, dan sebagainya begitu,”
katanya.



